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Penghuni Rusun Dapat Relaksasi Pembayaran Sewa

¢ Keputusan Pemprov DKI dengan DPRD

JAKARTA (Poskota) -
Pemprov DKI dan Dewan
Perwakilan Rakyat Dae-
rah (DPRD) DKI Jakarta,
telah menyepakati keputu-
san bahwa penghuni Rumah
Susun (rusun) masih bisa
mendapatkan relaksasi
pembayaran sewa.

Menurut Ketua Komi-
si D DPRD DKI Jakarta,
Ida Mahmudah kesepak-
atan terkait pembayaran
sewa ini tertuang dalam
rapat kerja antara pihaknya
dengan Dinas Perumah-
an Rakyat dan Kawasan
Permukiman(PRKP) ser-
ta Badan Pendapatan
Daerah (Bapenda) terkait
pembayaran sewa, Kamis
(21/12/2023).

"Alhamdulillah, dari rapat
tadi yang dihadiri Pak Afan
Andriansyah selaku Plt Ke-
pala Dinas PRKP yang juga
menjabat Asisten Pemban-
gunan Sekda Prov DKI Ja-
karta, perwakilan Kepala
Bappeda dan Biro Hukum,
untuk pembayaran sewa unit
Rusunawa dapat diberikan
toleransi atau relaksasi kem-
bali," ujarnya, di Gedung
DPRD DKI Jakarta.

Ida menjelaskan, bagi
penghuni Rusunawa yang
sudah melakukan pem-

bayaran sewa untuk tagi-
han per 20 Desember 2023
sedang dilakukan kajian
formulasi terkait uang
tersebut.

"Tadi sepakati, relaksasi
masih bisa diberikan hing-
ga Juni 2024. Artinya, pen-
ghuni Rusunawa baru akan
kembali dikenakan retribu-
si atau uang sewa di bulan
Juli 2024. Nah, uang sewa
yang sudah dibayar den-
gan mekanisme autodebet
dari rekening untuk bulan
ini dapat menjadi deposit
untuk pembayaran di Juli
2024 itu," terangnya.

Menurutnya, dalam rapat
tersebut juga telah disam-
paikan pentingnya sosialisa-
si kepada penghuni Rusu-
nawa sebelum penerapan
kewajiban pembayaran re-
tribusi dengan waktu yang
cukup.

"Jangan sampai ujug-
ujug, agar penghuni Ru-
sunawa juga punya per-
siapan. Kalau perlu mulai
saat ini dipasang spanduk
atau stiker pemberitahuan
di Rusunawa," tandasnya.

Berakhimya Status Pan-
demi

Sebelumnya, Pit Kepala
Dinas Perumahan Raky-

at dan Kawasan Permuki-
man (PRKP) DKI Jakarta,
Affan Adriansyah menyam-
paikan, Pemprov DKI Ja-
karta tidak mempunyai lagi
payung hukum untuk pem-
berian keringanan retribu-
si daerah terdampak Cov-
id-19 sehubungan dengan
berakhirnya status pande-
mi, pada Juni lalu.

"Adapun tarif sewa ru-
sun yang diberlakukan ma-
sih mengacu kepada Per-
gub DKI Jakarta Nomor 55
Tahun 2018 Tentang Penye-
suaian Tarif Retribusi Pelay-
anan Perumahan,” ungkap
Afan, kemarin.

Afan mengatakan, hal
lain yang perlu dicermati
terkait pemberlakuan tarif
sewa rusun tersebut adalah
kondisi perekonomian Ja-
karta pasca pandemi saat
ini sudah semakin membaik.

Dia menjelaskan, ber-
dasarkan data Badan Pusat
Statistik (BPS) 2020-2023,
perkembangan positif per-
ekonomian Jakarta tumbuh
sebesar 4,93 persen untuk
Triwulan 111 2023. "Dengan
begitu, Pemprov DKI Jakarta
meyakini bahwa kembalin-
ya tarif sewa rusun adalah
langkah yang sesuai den-
gan kondisi ekonomi dan

keuangan daerah," jelasnya.

Afan menyampaikan, se-
bagai upaya menjaga eko-
nomi Jakarta, Pemprov DKI
Jakarta berupaya menjaga
daya beli dan meringankan
beban ekonomi warganya,
terutama kepada para pen-
ghuni rusun, dengan tetap
memberikan beragam pro-
gram subsidi, antara lain
subsidi transportasi bus-
way, pangan murah, Kartu
Jakarta Pintar (KJP), Kartu
Lansia Jakarta (KLJ), pela-
tihan keterampilan, dan lain
sebagainya.

Sekadar informasi, Pem-
prov DKI mencabut Per-
aturan Gubernur (Pergub)
Nomor 61 Tahun 2020 ten-
tang Pemberian Keringanan
Retribusi Daerah dan/atau
Penghapusan Sanksi Admi-
nistratif kepada Waijib Retri-
busi yang Terdampak Ben-
cana Nasional Covid-19.

Dengan dicabutnya sta-
tus pandemi Covid-19 pada
Juni 2023 lalu, maka payung
hukum pemberian keringan-
an retribusi daerah terdam-
pak Covid-19 juga dicabut
dan tidak berlaku. Sehing-
ga, penghuni rumah susun
(Rusun) di Jakarta kemba-
li dikenakan biaya sewa.
(*/ham)



